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Menimbang : a.
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Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah

T
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TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI JEMBER,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil-
Negara perihal pemberhentian pegawai Batas Usia Pensiun di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perlu/,rek/onsﬂlam
verifikasi dan validasi berkas administrasi kepegaw an;

bahwa agar rekonsiliasi, verifikasi dan véf data berkas
administrasi kepegawaian lebih aku /at/{qfés n akuntabel,
perlu membentuk dan meneta
Pendampingan Pelaksana’an dimi ni;’st&‘és},ﬁ, | Pemberhentian
(Pensiun) Aparatur Sipil- -}\ﬂe ra' ngkunéax{ Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 202@ A i '

bahwa berdP.sa; a per imbanga seTba@mlana d1rnaksud dalam
huruf a dan T f Ilﬂ perlu :r%:et ) n’K/ eputusan Bupati;

_ /] dan Pqn;slun J da/ Duda Pegawal

Unddar}g-Bndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaam ‘dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Un&aﬁg—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

/ / Tim | ‘em: na Kegiatan—

-



11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Jember;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tela
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1
Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Pghufi 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral ﬁ ggaran 2022;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 79-Ta} tang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapafari|d =Y’ Bela Kabu

Jember Tahun Angg P J
i » )
o

20. Peraturan Bupat:
MEMUTUSKAN :

: Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian (Pensiun) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian (Pensiun) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU keputusan ini terdiri dari 2 {dua) tim, yaitu :
a. Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN BKN Jakarta; dan
b. Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN Kantor Regional II BKN

Surabaya.
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: Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN BKN Jakarta sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a keputusan ini, mempunyai

tugas :

a. rekonsiliasi dan verifikasi yang meliputi pelaksanaan, analisis
kepegawaian dan operator komputer/ pendampingan SAPK;

b. rekonsiliasi dan verifikasi berkas persyaratan Pensiun PNS
Golongan 1V/b, IV/c, IV/d, IV/e Tahun 2022 Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember;

c. penyelesaian permasalahan berkas usul yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL);

d. memberikan solusi terhadap permasalahan selama proses
penyelenggaraan Pensiun selama kegiatan berlangsung sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan koordinasi dan penelitian berkas kepegawaian dalam
rangka memperoleh data yang akurat sebagai bahan pertimbangan
teknis Pensiun secara online dengan implementasi menggunakan
SAPK dan Docudigital;

f. melaporkan dan koordinasi terhadap hasil kegiatan kepada

Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara BKN Jakarta; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati’."

/
: Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN Kant/or/Régro KN Surabaya
sebagaimana dimaksud pada letum ]ISUA hu eputusan ini,—

mempunyai tugas :

’ ; { \ f . .I a :. | '-/‘._'_ e
a. rekonsiliasi dan vcrt i ‘\ [ . %s’arﬁ ., analisis
kepegawaian ds '"-Q ) tor k "p ter/pet dampi gﬁasa:PK;

b. rekons:.has1 1 aratan Pensiun PNS
Golongan I, Gel nga +11I, Golongan IV Tahun 2022
abupaten Jember;

c' | penyelesalan pqrmasa}alﬁn berkas usul yang dinyatakan Tidak
' ‘Metyehqy $yarat (TMS) dan Berkas Tidak Lengkap (BTL);
d me{gbenkan solusi terhadap permasalahan selama proses

3 p/enyelenggaraan Pensiun selama kegiatan berlangsung sesuai

“dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

e. melakukan koordinasi dan penelitian berkas kepegawaian dalam
rangka memperoleh data yang akurat sebagai bahan pertimbangan
teknis Pensiun secara online dengan implementasi menggunakan
Aplikasi AREK;

f. melaporkan dan koordinasi terhadap hasil kegiatan kepada Kepala
Kantor Regiona II BKN Surabaya; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini

bekerja dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember.

-



KETUJUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jember
pada tanggal {2 Met 2022
MBER,




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 91(-[’/1 12/2022
TANGGAL : 2  ©Meg 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN (PENSIUN) APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

TAHUN ANGGARAN 2022

a. Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN BKN Jakarta

NO | JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1. | PENGARAH Bupati Jember.
2. | PENANGGUNG JAWAB | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
3. | KETUA Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan
Kepegawaian Negara Jakarta.
4. | SEKRETARIS Analis Kepegawaian Ahli Madya. =
5. | ANGGOTA a. 4 (empat) ASN pada Badan Ke /pe’g sawai
Jakarta; dan
b. 1 (satu) ASN pad&/fgdép [ &‘pﬁ awaian dan
Pengembangan Sﬁflfb&r D,aﬁl Manu ia.

b. Tim Fasilitasi Pemberhentian ASN K.antor“ ﬁie/glc
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SEKRETARIS|

ANGGOTA

_ Reglo”nal IT BKN Surabaya.

| Analis

S / INSTANSI
K}:Eé.la Kc_1r|1tc3 Hiégtﬁnal II BKN Surabaya.
|

Kepala Bid’ang Pengangkatan dan Pensiun Kantor

Kepegawaian Muda/Sub  Koordinator
Kelompok Substansi Pensiun PNS Instansi Vertikal
dan Provinsi Kantor Regional II BKN Surabaya.

a. 3 (tiga) ASN pada Kantor Regional II BKN
Surabaya; dan

b. 2 (dua) ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.




